
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
31 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf h, Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Urn um Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Urn um 
Kabupaten/Kota; 

b. bahwa untuk memberikan pedoman mengenai 

mekanisme penyusunan daftar pemilih dalam 
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Walikota dan 
Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2024 sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL, 

Menimbang 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL 
NOMOR 187 TAHUN 2024 

TENT ANG 
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 
PROVINSI JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA 

TEGAL TAHUN 2024 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KOTATEGAL 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 ten tang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

(Lembaran Negara 
2006 Nomor 124 

Administrasi Kependudukan 
Republik Indonesia Tahun 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Mengingat 

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar 

Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur ketentuan­ 

ketentuan yang lebih teknis, standar, dan 

implementatif; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal 

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih 

pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan 

Wakil Gubemur Provinsi Jawa Tengah serta Walikota 

dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2024; 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6820); 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU­ 

XIIl/2015 tanggal 13 Oktober 2016; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Um um, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan U mum Provi.nsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258); 

(Lembaran Negara 

2022 Nomor 196, 

Pelindungan Data Pribadi 

Republik Indonesia Tahun 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang­ 

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL 

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFf AR 

PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINS! JAWA 

TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

KOTA TEGAL TAHUN 2024. 

Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih 

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil 

Walikota Kota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2024 tentang tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalarn 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota {Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 330); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 

Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;dan 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 85.1 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubemur Jawa Tengah Tahun 2024; 
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KARYUDI PRAYITNO 

ttd, 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTA TEGAL, 

Ditetapkan di Tegal 
Pada tanggal 15 Juli 2024 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA Menetapkan Rincian Program dan Jadwal Kegiatan 

Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Jawa 

Tengah serta W alikota dan W akli W alikota Kota Tegal 

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalarn Lampiran II 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

Menetapkan Daftar Formulir yang digunakan dalam 

Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Jawa 

Tengah serta W alikota dan W akil W alikota Kota Tegal 

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

Pedoman Teknis, Rincian Program, Jadwal, dan Daftar 

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, 

KEDUA, dan KETIGA dimaksudkan untuk menjadi 

pedoman bagi: 

a. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal; 

b. Panitia Pemilihan Kecamatan; 

c. Panitia Pemungutan Suara;dan 

d. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, 

dalarn melakukan Penyusunan Daftar Pemilih pada 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil 

Walikota Kota Tegal Tahun 2024. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELI MA 
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PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

PROVINS! JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA 

TEGAL TAHUN 2024 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KOTA TEGAL 

NOMOR 187 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN 

DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR PROVINS! JAWA TENGAH SERTA 

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA 

TEGAL TAHUN 2024 
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A. Latar Belakang 

Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU 

Kota Tegal sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Kota 

Tegal dalam menjalankan tugasnya menyusun daftar pemilih sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang 

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan 

kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki, dan mengumpulkan data 

pemilih melalui proses Pemutakhiran secara langsung. Kegiatan 

Pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas 

Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS), 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kota Tegal. Tujuan dari 

proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini adalah 

terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat sehingga hak warga yang 

telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik. 

Untuk menjamin inklusifitas, penyusunan daftar pemilih yang 

demokratis adalah didaftar tanpa diskriminasi sepanjang memenuhi syarat 

sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Partisipasi yang luas dari pemilih sangat diperlukan dalam proses 

penyusunan daftar pemilih terutama dalam hal memberikan tanggapan 

dan masukan untuk memperbaiki data diri, menghapus data yang tidak 

memenuhi syarat, memasukkan pemilih yang memenuhi syarat namun 

belum terdaftar, dan menyampaikan bentuk disabilitas pemilih untuk 

memudahkan pelayanan pada hari pemungutan suara. 

BABI 

PENDAHULUAN 
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D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 

C. Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi: 

1. Kegiatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalarn melakukan 
pemutakhiran data pemilih; 

2. Kegiatan Panitia Pemilihan Kecarnatan dan Panitia Pemungutan Suara 
dalarn penyusunan daftar pemilih; 

3. Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam penyusunan 
daftar pemilih dan; 

4. Kegiatan penyusunan daftar pemilih pindahan. 

B. Maksud dan Tujuan 

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk 

memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, PPS, PPK, 

dan Pantarlih dalarn melakukan kegiatan penyusunan daftar pemilih pada 

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa 

Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2024 yang 

komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, 

akuntabel, pelindungan data diri, dan aksesibel sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Program dan kegiatan dalarn tahapan penyusunan daftar pemilih 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalarn Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota adalah meliputi kegiatan penyusunan daftar 

pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap, serta daftar 

pemilih pindahan dan daftar pemilih tarnbahan. 

Dalarn rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan 

daftar pemilih yaitu komprehensif, insklusif, akurat, mutakhir, terbuka, 

responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel, 

maka perlu disusun pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih pada 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Jawa 

Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2024. 
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Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data 

Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tanggal 13 

Oktober 2016; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 
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E. Pengertian Umum 

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Jawa Tengah serta 

Walikota dan Wakil Walikota Kata Tegal yang selanjutnya disebut 

Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi 

dan Kata untuk memilih Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa 

Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal secara langsung 

dan demokratis. 

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan W akil Presiden, dan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 ten tang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1258); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

60); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 330); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota;dan 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 

85.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur 

Jawa Tengah Tahun 2024. 
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dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa 

Tengah serta Pasangan Cal on W alikota dan Calon W akil W alikota Kota 

Tegal yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon 

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta 

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tegal. 

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah 

lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu yang 

diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai Pemilihan. 

5. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai Penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas 

menyelenggarakan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang­ 

undang yang mengatur tentang Pemilihan. 

6. KPU Kota Tegal adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 
Penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan 

Pemilihan W alikota dan W akil W alikota Kota Tegal berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan. 

7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tegal untuk menyelenggarakan 

Pemilihan di tingkat kecamatan. 

8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah 

panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tegal untuk menyelenggarakan 

Pemilihan di tingkat kelurahan. 

9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat 

Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan 

pendaftaran dan pemutakhiran data Pemilih pada tahapan Pemilihan. 

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, 

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
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undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan 

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. 

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan 

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. 

12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal yang selanjutnya 

disebut Bawaslu Kota Tegal, adalah badan yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Tegal. 

13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut 

Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu 

Kota Tegal yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di 

wilayah kecamatan. 

14. Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut 

Panwaslu Desa/Kelurahan, adalah petugas yang mengawasi 

penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan. 

15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah 

tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 

16. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan 

suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah 

kawin dan terdaftar sebagai pemilih. 

1 7. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya 

disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan 

data penduduk yang memenuhi persyaratan berpotensi sebagai 

Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan. 

18. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kota Tegal 

berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu terakhir 

dengan DP4 dan/atau sumber data lain yang dimutakhirkan untuk 

selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. 

19. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui 

data Pemilih melalui Pencocokan dan Penelitian terhadap daftar 

- 6 - 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/



Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tegal dengan dibantu oleh 

PPK, PPS, dan Pantarlih. 

20. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data 

Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan 

perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga dan tambahan Pemilih. 

21. Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang selanjutnya disingkat DPHP 

adalah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang dilakukan oleh 

petugas Pantarlih pada kegiatan pencocokan dan penelitian. 

22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah 

daftar Pemilih hasil kegiatan pemutakhiran Data Pemilih yang 

dilakukan oleh KPU Kota Tegal dengan dibantu PPK, PPS, dan 

Pantarlih yang selanjutnya ditetapkan KPU Kota Tegal. 

23. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat 

DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan 

tanggapan masyarakat dan/ atau peserta Pemilihan. 

24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang 

telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya 

ditetapkan oleh KPU Kota Tegal. 

25. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar 

yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena 

keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk 

memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan 
suara di TPS lain. 

26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPK adalah daftar 

Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun 

memenuhi syarat sebagai Pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya 

pada hari dan tanggal Pemungutan suara. 

27. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih, 

adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja 

penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun, 

mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih. 

28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el 

adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan 
identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 

dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan 
dan pencatatatn sipil Kota Tegal. 

- 7 - 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/



29. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD 
adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan 
dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital 
melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang 
bersangkutan yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di 
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

30. Biodata Penduduk adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan yang paling 
sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, 
alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data 
sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan 
yang dialami. 

31. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah 
Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan 
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 

32. Kartu Keluarga yang selanjutnya didingkat KK adalah Kartu Identitas 
Keluarga yang nemuat data tentang nama, susunan dan hubungan 
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

33. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah. 

34. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang 
terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh 
akreditasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kota Tegal atau lembaga dari 
luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU 
untuk melakukan pemantauan Pemilihan. 

35. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 
pemerintahan Desa atau Kelurahan. 

36. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang 
ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan. 

37. Hari adalah hari kalender. 
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A. Persiapan Coklit Daftar Pemilih 

Pantarlih dalam persiapan Coklit, melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. mengikuti kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran dan penyusunan 

Daftar Pemilih dengan materi yang diperoleh paling sedikit memuat 

informasi: 

a. jadwal dan tahapan pelaksanaan Coklit; 

b. dokumen dan perlengkapan Coklit; 

c. penyusunan rencana kerja Pantarlih; 

d. tata cara pelaksanaan Coklit; 

e. tata cara pengisian formulir Coklit; 

f. tata cara instalasi aplikasi e-Coklit dan pendaftaran akun; 

g. tata cara penggunaan aplikasi e-Coklit; 

h. pelindungan data pribadi pemilih; dan 

i. pakta integritas penyelenggara Pemilihan. 

2. menyusun rencana kerja Pantarlih; 

3. berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja 

Coklit, yang meliputi: 

a. jadwal koordinasi dengan RT /RW atau sebutan lainnya; 

b. jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS; 

c. jadwal penyusunan laporan hasil Coklit; dan 

d. jadwal penyerahan hasil Coklit. 

4. menenma dokumen dan perlengkapan kerja Pantarlih dari PPS 

meliputi: 

a. berita acara serah terima hasil Coklit; 

b. formulir Daftar Pemilih (Model A-Daftar Pemilih); 

c. formulir daftar potensial Pemilih baru hasil Coklit (Model A- Daftar 

Potensial Pemilih); 

d. formulir laporan hasil Coklit (Model A-Laporan Hasil Coklit) 

dari Pantarlih; 

e. fonnulir tanda bukti Coklit (Model A-Tanda Bukti Coklit); 
f. fonnulir stiker tanda bukti Coklit (Model A-Stiker Coklit); 

g. atribut Pantarlih, yang meliputi: 

1) topi; 

BAB II 

KEGIATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM 

PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH 
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2) rompi; dan 

3) tanda pengenal. 

h. perlengkapan alat tulis kantor; 

1. buku kerja Pantarlih, yang didalamnya paling sedikit memuat 
ketentuan teknis pelaksanaan Coklit; 

J. perlengkapan lain yang dipandang perlu dan pen ting pada saat 
Coklit sesuai ketentuan yang berlaku;dan 

k. video tutorial tata cara pelaksanaan Coklit. 
B. Pelaksanaan Coklit Daftar Pemilih 

1. Dalam melaksanakan Coklit, Pantarlih dapat menggunakan alat bantu 
Sistem Informasi Pencocokan dan Penelitian (e- Coklit). 

2. Dalam melaksanakan Coklit, Pantarlih melakukan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. berkoordinasi dengan RT /RW atau sebutan lainnya untuk: 

1) memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan 
pelaksanaan Coklit; 

2) mensosialisasikan kegiatan Coklit kepada warga di lingkungan 
RT /RW atau sebutan lainnya; 

3) memastikan keberadaan Pemilih pada lingkup kerja Pantarlih 
berdasarkan formulir Model A-Daftar Pemilih; dan 

4) menentukan alamat lokasi potensi TPS yang digunakan untuk 
pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan. 

b. mendatangi Pemilih secara langsung; dan 
c. menyusun dan membuat laporan hasil Coklit dan menyampaikan 

laporan kepada PPS. 
3. Pada hari pertama Coklit, Pantarlih melakukan Coklit serentak paling 

sedikit pada 5 rumah; 
4. Dalam melaksanakan Coklit, Pantarlih memedomani tata cara Coklit 

sebagai berikut: 
a. memakai tanda pengenal Pantarlih; 
b. menyapa Pemilih dengan ramah dan santun; 
c. memperkenalkan identitas Pantarlih kepada Pemilih; 
d. meminta waktu dan kesediaan Pemilih dalam melaksanakan Coklit; 
e. membacakan atau menunjukkan nama Pemilih dan/ atau nama­ 

nama anggota keluarga Pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih 
pada formulir Model A-Daftar Pemilih kepada Pemilih dan/ atau 
anggota keluarga Pemilih; 
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f. meminta kepada Pemilih dan/ atau anggota keluarga Pemilih untuk: 
1) menunjukkan KTP-el/Biodata Penduduk/IKD dan KK anggota 

keluarga Pemilih; dan 
2) memberikan informasi lainnya berupa: 

a) status pekerjaan terakhir Pemilih (TNI/Polri); 
b) status ragam disabilitas Pemilih; dan 
c) status Kepemilikan KTP-el Pemilih 

g. mencocokkan dan meneliti kesesuaian informasi yang tercatat dalam 
Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan: 
1) informasi yang tercatat dalam KTP-el/Biodata Penduduk/IKD dan 

KK Pemilih; dan 
2) informasi lainnya meliputi: 

a) status kawin Pemilih; 
b) ragam disabilitas Pemilih; dan 
c) status kepemilikan KTP-el Pemilih. 

h. apabila berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian, terdapat 
kekeliruan penulisan pada formulir Model A- Daftar Pemilih, maka 
Pantarlih melakukan perbaikan berdasarkan bukti dokumen KTP­ 
el/ Biodata Penduduk/IKD dan KK Pemilih serta bukti informasi 
lainnya; 

1. apabila terdapat Pemilih dan/ a tau anggota keluarga Pemilih telah 
memenuhi syarat (MS) sebagai Pemilih, namun belum tercatat dalam 
Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dan tidak dapat 
diternui, maka Pantarlih: 
1) meminta kepada anggota keluarga Pemilih untuk menunjukkan 

KTP-el/Biodata Penduduk/IKD dan KK Pemilih tersebut; 
2) berkomunikasi kepada Pemilih melalui panggilan video atau 

konferensi video dengan menunjukkan wajah dan dokumen KTP­ 
el/ Biodata Penduduk/lKD dan KK Pemilih; 

3) mencatat Pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial 
Pemilih berdasarkan dokumen KTP- el/Biodata Penduduk/IKD dan 
KK Pemilih. 

J. apabila terdapat Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih yang 
tercatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A- Daftar Pemilih 
namun tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Pemilih, maka Pantarlih 

mencoret data Pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih pada formulir 
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Model A-Daftar Pemilih dan memberikan keterangan alasan tidak 

memenuhi syarat (TMS) sebagai Pemilih; 

k. apabila ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena 
alasan TPS tidak sesuai (kode 8), maka Pantarlih menyampaikan 
kepada PPS bahwa terdapat Pemilih yang penempatan TPS nya tidak 
sesuai untuk ditindaklanjuti oleh PPS ke Pantarlih sesuai alamat TPS 
Pemilih untuk dimasukan sebagai Pemilih baru; 

1. apabila terdapat Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih terdaftar 
dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, namun tidak dapat 
menggunakan hak pilihnya di TPS setempat sesuai dengan alamat 
pada KTP-el Pemilih tersebut pada Hari pemungutan suara, maka 
Pantarlih menyampaikan kepada Pemilih dan/ atau anggota keluarga 
Pemilih untuk mengingatkan agar Pemilih tersebut segera mengurus 
pindah memilih setelah penetapan DPT; 

m. memberikan 1 (satu) lembar formulir Model A-Tanda Bukti Coklit 
kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit dan 1 (satu) lembar 
sebagai arsip Pantarlih; 

n. menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga; 
o. mencatat laporan berkala pelaksanaan Coklit setiap 7 (tujuh) Hari 

kalender ke dalam buku kerja Pantarlih; 
p. mencatat hasil Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit 

setelah seluruh pelaksanaan Coklit berakhir berdasarkan: 
1) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit; dan 
2) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit. 

q. menyampaikan dokumen hasil Coklit Kepada PPS, yang meliputi: 
1) berita acara serah terima hasil Coklit; 
2) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit; 
3) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit; 
4) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit; dan 
5) buku kerja Pantarlih. 

5. Dalam melaksanakan Coklit, Pantarlih mengrsi kertas kerja Pantarlih 
dengan cara sebagai berikut: 
a. formulir Model A-Daftar Pemilih 

1) menuliskan tanda centang (°'1) pada kolom keterangan, apabila data 
Pemilih telah sesuai; 
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b) disabilitas intelektual (kode 2) 

terganggunya fungsi fikir karena tingkat kecerdasan di bawah 

rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down 
syndrome; 

c) disabilitas mental (kode 3) 

terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain: 

(1) psikososial diantaranya meliputi skizofrenia, bipolar, depresi, 

anxiety, gangguan kepribadian; dan 

(2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada 

kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan 
hiperaktif. 

d) disabilitas sensorik wicara (kode 4) terganggunya fungsi bicara 
(bisu); 

e) disabilitas sensorik rungu (kode 5) terganggunya fungsi 
pendengaran (tuli); dan 

2) memperbaiki setiap kolom data Pemilih yang tidak sesuai penulisan 

atau tidak lengkap pada kolom tersebut berdasarkan bukti dokumen 

KTP-el/Biodata Penduduk/lKD dan KK Pemilih, dengan cara: 

a) mencoret setiap kolom data Pemilih yang tidak sesuai penulisan 

pada kolom tersebut dan menuliskan data Pemilih yang sesuai 

pada setiap kolom kosong dibawah baris kolom data Pemilih 
terse but; 

b) melengkapi setiap kolom data Pemilih yang tidak lengkap pada 

setiap kolom kosong dibawah baris kolom data Pemilih tersebut; 
dan 

c) menuliskan kode ubah elemen data (Kode U) pada kolom 

keterangan pada baris data Pemilih. 

3) menuliskan kode jenis disabilitas pada kolom disabilitas data 

Pemilih, apabila diperoleh informasi dari Pemilih dan/ atau anggota 

keluarga Pemilih sebagai penyandang disabilitas berdasarkan jenis 

disabilitas sebagai berikut: 

a) disabilitas fisik (kode 1) 

terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh 

layu atau kaku, paraplegia (kelumpuhan anggota gerak), cerebral 

palsy (gangguan pada otot gerak), akibat stroke, akibat kusta, dan 
orang kecil; 
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f) disabilitas sensorik netra (kode 6) terganggunya fungsi 

penglihatan (buta). 

4) menuliskan kode status kepemilikan KTP-el pada kolom status 

kepemilikan KTP-el, dengan status sebagai berikut: 

a) sudah memiliki KTP-el (kode S); dan 

b) belum memiliki KTP-el (kode B). 

5) mencoret data Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai 

Pemilih dengan cara memberikan garis horizontal pada baris 

terse but dan menuliskan kode alasan Pemilih tidak memenuhi syarat 

(TMS) sebagai Pemilih pada kolom keterangan, berdasarkan alasan 
sebagai berikut: 

a) meninggal (kode 1) 

apabila diperoleh informasi dari anggota keluarga Pemilih 

tersebut telah meninggal dengan menunjukkan akta kematian 

atau surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah atau 
sebutan lainnya; 

b) ganda (kode 2) 

Apabila ditemukan Pemilih dengan identitas yang sama terdaftar 

lebih dari 1 (satu) kali di lingkup kerja Pantarlih maka mencoret 
salah satu Pemilih ganda tersebut; 

c) dibawah umur (kode 3) 

apabila ditemukan Pemilih berusia di bawah usia 1 7 tahun dan 

belum kawin sebelum Hari pemungutan suara berdasarkan 

dokumen kependudukan berupa KK atau Biodata Penduduk; 
d) pindah domisili (kode 4) 

apabila diperoleh informasi dari Pemilih dan/ atau anggota 

keluarga Pemilih telah pindah domisili diluar wilayah 

desa/kelurahan dibuktikan dengan KTP-el atau IKD Pemilih 
terse but; 

e) WNA (kode 5) 

apabila diperoleh informasi dari Pemilih dan/atau anggota 

keluarga Pemilih sebagai warga negara asing (WNA) berdasarkan 

status kewarganegaraan yang tercatat dalam KTP-el Pemilih 

tersebut atau dokumen lainya; 
f) TNI (kode 6) 

apabila diperoleh informasi dari Pemilih dan/ atau anggota 

keluarga, Pemilih telah bekerja sebagai prajurit TNI sampai 
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c) nama; 

d) tempat lahir; 

e) tanggal Lahir; 

f) status perkawinan dengan kode status sebagai berikut: 

(1) belum kawin (kode B); 

(2) sudah kawin (kode S); dan 

(3) pernah kawin (kode P) 

g) alamatjalan/dukuh, RT dan RW; 

2) menuliskan kode status kepemilikan KTP-el pada kolom status 

kepemilikan KTP-el, dengan status sebagai berikut: 

a) sudah memiliki KTP-el (kode S); dan 

b) belum memiliki KTP-el (kode B). 

3) menuliskan kode jenis disabilitas pada kolom disabilitas data 

Pemilih, apabila diperoleh informasi dari Pemilih dan/ atau keluarga, 

Pemilih sebagai penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas 

sebagai berikut: 
a) disabilitas fisik (kode 1) 

terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh 

layu atau kaku, paraplegia (kelumpuhan anggota gerak), cerebral 

dengan Hari pemungutan suara dengan menunjukkan bukti 

kartu tanda prajurit TNI yang aktif atau dokumen lainnya; 

g) PO LRI (kode 7) 

apabila diperoleh informasi dari Pemilih dan/ atau anggota 

keluarga, Pemilih telah bekerja sebagai anggota POLRI sampai 

dengan Hari pemungutan suara dengan menunjukkan bukti 

kartu tanda anggota POLRI yang aktif atau dokumen lainnya; dan 

h) TPS tidak sesuai (kode 8) 

apabila diperoleh informasi dari Pemilih dan/ atau anggota 

keluarga, bahwa TPS Pemilih tidak sesuai penempatan TPS nya 

dengan alamat Pemilih dalam lingkup desa/kelurahan. 

b. formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih 

1) menuliskan data Pemilih baru yang telah memenuhi syarat (MS) dan 

belum terdaftar dalam Daftar Pemilih (formulir Model A-Daftar 

Pemilih) pada setiap kolom berdasarkan KTP-el/Biodata 

Penduduk/IKD dan KK Pemilih yang bersangkutan, meliputi kolom: 

a) nomor KK; 

b) NIK; 

- 15 - 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/



penglihatan (buta). 

c. formulir Model A-Tanda Bukti Coklit 

1) mengisi data hasil Coklit setiapkepala keluarga atau penghuni 

rumah Pemilih, meliputi: 

a) narna kepala keluarga atau penghuni rumah Pemilih; 

b) alamat tempat tinggal Pemilih; 

c) nomor TPS Pemilih; 

d) narna Pemilih; dan 

e) tempat dan tanggal Coklit dilaksanakan. 

2) menandatangani tanda bukti Coklit oleh Pantarlih dan kepala 

keluarga atau penghuni rumah Pemilih disertai dengan nama jelas; 

b. formulir Model A-Stiker Coklit: 

1) mengisi Hari dan tanggal Coklit; 

2) mengisi narna kepala keluarga; 

3} mengisi daftar narna Pemilih; 

4) mengisi jumlah Pemilih dan jumlah Pemilih penyandang disabilitas; 
dan 

5) menandatangani tanda bukti Coklit oleh Pantarlih dan kepala 

keluarga atau penghuni rumah Pemilih disertai dengan namajelas. 

d) disabilitas sensorik wicara (kode 4) terganggunya fungsi bicara 

(bisu); 

e) disabilitas sensorik rungu (kode 5) terganggunya fungsi 

pendengaran (tuli); dan 

f) disabilitas sensorik netra (kode 6) terganggunya fungsi 

interaksi sosial diantaranya autis dan kemarnpuan 

hiperaktif. 

palsy (gangguan pada otot gerak), akibat stroke, akibat kusta, dan 

orang kecil; 

b) disabilitas intelektual (kode 2) 

terganggunya fungsi fikir karena tingkat kecerdasan di bawah 

rata-rata, antara lain larnbat belajar, disabilitas grahita dan down 

syndrome; 

c) disabilitas mental (kode 3) 

(1) terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain: 

(2) psikososial diantaranya meliputi skizofrenia, bipolar, 

depresi, anxiety, gangguan kepribadian; dan 

(3) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada 
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c. formulir Model A-Laporan Hasil Cold.it 

1) mengisi jumlah Pemilih hasil Cold.it yang dilaksanakan berdasarkan 

jenis kelamin, meliputi: 

a) jumlah data Pemilih yang diterima; 

b) jumlah Pemilih baru; 

c) jumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS); 

d) jumlah Pemilih yang memenuhi syarat; 

e) jumlah data Pemilih diperbaiki (kode U); dan 

f) jumlah data Pemilih disabilitas. 

2) mengisi tempat dan tanggal membuat laporan;dan 

3) menandatangani laporan hasil Cold.it oleh Pantarlih disertai dengan 

namajelas. 
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A. Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih 

PPS sebelum melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

1. mengikuti kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran dan penyusunan 

Daftar Pemilih; 

2. memberikan bimbingan teknis kepada Pantarlih setelah mengikuti 

bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar 

Pemilih; 

3. menerima dan memeriksa perlengkapan kerja Pantarlih dari KPU Kata 

Tegal melalui PPK, yang meliputi: 

a. berita acara serah terima hasil Coklit; 

b. formulir Daftar Pemilih (Model A-Daftar Pemilih); 

c. formulir daftar potensial Pemilih baru hasil Coklit (Model A- Daftar 

Potensial Pemilih); 

d. formulir Laporan Hasil Coklit (Model A-Laporan Hasil Coklit) dari 

Pantarlih; 

e. formulir tanda bukti Coklit (Model A-Tanda Bukti Coklit); 

f. formulir stiker tanda bukti Coklit (Model A-Stiker Coklit); 

g. atribut Pantarlih, meliputi: 

1) topi; 

2) rompi; dan 

3) tanda pengenal. 

h. perlengkapan ATK; 

1. buku kerja Pantarlih; dan 

J. perlengkapan lain yang dipandang perlu dan pen ting pada saat Coklit 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

4. mendistribusikan perlengkapan kerja Pantarlih kepada Pantarlih sesuai 

wilayah kerjanya; 

5. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemutakhiran dan 

penyusunan Daftar Pemilih di wilayah kerjanya; 

6. berkoordinasi dengan Lurah untuk mendapatkan informasi terkait 

RT/ RW dan perkiraan jumlah KK serta data lokasi wilayah; dan 

BAB III 

KEGIATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 

DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 
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7. supervisi dan monitoring pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh 

Pantarlih. 

B. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan 

1. Dalam persiapan penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran, PPS 

melakukan kegiatan : 

a. menyiapkan perlengkapan kerja PPS sesuai wilayah kerjanya, 

meliputi: 

1) berita acara serah terima hasil Coklit serta formulir hasil Coklit 

dari Pantarlih; 

2) formulir daftar perubahan Pemilih (Model A-Daftar Perubahan 

Pemilih) oleh PPS; 

3) formulir rekapitulasi perubahan Pemilih (Model A- Rekap PPS 

Perubahan Pemilih); 

4) formulir rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran (Model A­ 

Rekap PPS); 

5) berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran; dan 

6) sarana dan prasarana perlengkapan pendukung lainnya berupa: 

1) ruang rapat pleno terbuka; dan 

2) perlengkapan ATK. 

b. menerima dan memeriksakelengkapan formulir hasil Coklit dari 

Pantarlih, meliputi: 

1) berita acara serah terima hasil Coklit; 

2) formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit; 

3) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit; 

4) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit; dan 

5) buku kerja Pantarlih. 

c. menyampaikan surat undangan rapat pleno kepada: 

1) Pantarlih; 

2) Panwaslu Kelurahan; 

3) Perangkat pemerintah Tingkat kelurahan; dan/ a tau 

4) Tim Pasangan Calon/Pengurus Partai Politik yang memiliki kursi 

tingkat kelurahan. 

2. Dalam pelaksanaan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil 

Pemutakhiran, PPS melakukan kegiatan dengan tata cara sebagai berikut: 
a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran 
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